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TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1. Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai 

berikut : 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Azwad Rachmat Hambal (2018) dengan judul 

“Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam 

Sistem Peradilan Pidana”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

penerapan diversi merupakan implementasi sistem dalam restorative jusctice 

untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak memiliki 

konflik hukum dengan tidak mngabaikan pertanggungjawaban pidana anak. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Siti Iba Iga Farida, Rochmani (2020), dengan 

judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) 

Anak Dibawah Umur” menunjukkan bahwa penyelesaikan kasus tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan mengacu pada Undang- Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam KUHP yang 

mengatur tentang pemerasaan dan pengancaman, membuka rahasia, 

penghinaan dan penganiyaan dan bila diselesaikan dengan jalur hukum diatur 

dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak dan akan di jatuhi ½ (setengah) dari hukuman yang berlaku untuk orang 

dewasa. 

3) Penelitian yang dilakukan oleh Wahab Aznul Hidaya (2019) dengan judul 



 

 

 

 

 

“Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” menunjukkan 

bahwa mediasi untuk diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) 

tidak bertentangan dan telah sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam 

ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Cara yang dilakukan adalah dengan cara musyawarah dengan 

melibatkan beberapa pihak terkait. 

4) Pada penelitian Safik Faozi tahun 2018 yang berjudul “Hukum Modern Di 

Tengah Perubahan Sosial Di Era Global” dikatakan bahwa hukum dimaknakan 

sebagai suatu kerangka di atas landasan moralitas hukum yang bersifat terbuka 

dan dinamis. Inilah yang sering dimaknakan bahwa prinsip musyawarah/dialog 

dilakukan secara bijaksana (hikmat), sepanjang memenuhi nilai keadilan 

sosial, nilai-nilai transendetal (Ketuhanan), nilai kemanusiaan yang 

berkeadaban, dan nilai pluralitas dalam kesatuan.12 

2.2. Tinjauan Umum 

 

2.2.1. Kebijakan 

 

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukan 

perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, 

maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang 

dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan 

atau pengertian mengenai kebijakan. 

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan 

problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas 

 

12 Safik Faozi. (2018). Hukum Modern Di Tengah Perubahan Sosial Di Era Global. Prosiding 

SENDI_U 2018. Hlm. 390-400 



 

 

 

 

 

keadilan dan kesejaheraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya 

harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat 

meningkat, (2) terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang 

prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi 

masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan 

implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.13 

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh 

Syafaruddin bahawa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam 

bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city).14 Pendapat ini 

menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian 

pemerintahan mengarahkan untukmengelola kegiatan mereka. Dalam hal 

ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan 

merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga 

sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan 

merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari 

tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan 

pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah 

organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat 

dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana 

pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. 

 

13 Noeng Muhadjir, 2000, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial 

Kreatif, Raka Sarasin, Yogyakarta, hlm. 15. 
14 Heinz Weihrich and Haroid Koontz, 1993, Management A Global Perspective Tent Edition, 

McGraw-Hill, Inc, New York, hlm. 123. 



 

 

 

 

 

Frederick, Davis dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat 

publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk 

mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik 

(umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan 

lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan 

program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.15 

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan subtantif dan kebijakan 

implementatif. Kebijakan subtantif adalah keputusan yang dapat diambil 

berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. 

Tindak lanjut dari kebijakan subtantif adalah kebijakan implemtatif yaitu 

keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk 

melaksanakan kebijakan subtantif. 

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan 

program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian 

tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai 

tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok 

pelaku untuk memecahkan masalah tertentu. 

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, 

dapat disimpukan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan 

azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana 

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara 

 

15 William C. Frederick, Keith Davis, and James E. Post, 1998, Business and Society Corporate 

Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition, McGraw-Hill Publishing, New York, hlm. 11. 



 

 

 

 

 

bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan 

masalah sebagai garis pedoman untuk manajeman dalam usaha mencapai 

sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi 

pengambilan keputusan. 

 
 

2.2.2. Diversi 

 

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang 

diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa 

syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus- kasus 

anak yang berkonflik dengan hukum.16 

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :17 

 

a. untuk menghindari anak dari penahanan; 

 

b. untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat; 

 

c. untuk mencegah penanggulangan tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak; 

d. agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya; 

 

e. untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi 

korban dan anak tanpa harus melalui proses formal; 

f. menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan; 

 

g. menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari 

proses peradilan. 

 
 

16 Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2012, Hukum Kejahatan Anak, Medan Area University 

Press, Medan, hlm.72 
17 Ibid 



 

 

 

 

 

Tujuan diversi dijelaskan diketentuan Pasal 6 Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu : 

a. Mencapai perdamaian anatar korban dan anak; 

 

b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 

 

c. Menghindarkan anak dari perampasaan kemerdekaan; 

 

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 

 

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 

 

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak 

menjelaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang 

dilakukan : 

a. Diancam dengan tindak pidana penjara di bawah (tujuh) tahun; 

dan 

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

 

Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 

Tentang Peradilan Pidana Anak menyatakan, Proses Diversi dilakukan 

melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, 

Korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan 

Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. 

Sedangkan Pasal 9 ayat (2) Udang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menenetukan, kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan 

korban dan/atau keluarga anak korban seta kesediaan anak dan keluarganya, 

kecuali untuk : 

a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran; 



 

 

 

 

 

b. Tindak pidana ringan; 

 

c. Tindak pidana tanpa korban; atau 

 

d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimm 

provinsi setempat. 

Selain ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Mahkamah agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan Pasal 1, musyawarah Diversi adalah 

musyawarah anatar para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, 

korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing masyarakat dn pihak-pihak 

yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Divesi melalui pedekatan 

keadilan restoratif. 

Dalam pelaksanaan diversi, secara internal juga mengalami 

hambatan yaitu pemahaman yang belum mendalam terhadap isi dari Perma 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak, sehingga hal tersebut akan menjadi kesulitan. 

Dalam pelaksanaan diversi secara eksternal juga mengalami hambatan yaitu 

: 

a. Pemahaman masyarakat Diversi masihlah kurang. 

 

b. Peran masyarakat masih minim terutama dari masyarakat yang 

menjadi korban. 

c. Kerjasama instansi lain terkait penerapan Diversi belum berjalan 

dengan baik. 



 

 

 

 

 

2.2.3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 

 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang 

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, 

anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah 

anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan 

perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita- cita 

tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan 

pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma 

pembangunan haruslah pro anak.18 

Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen menjelaskan bahwa ada 

 

2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan 

hukum, yaitu:19 

a. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 

dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, 

seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah; 

b. Juvenile Deliquence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 

dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau 

pelanggaran hukum. 

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum 

atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang 

18 Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif 

Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83. 
19 Harry E. Allen dan Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, dkk, 2003, Correction in America An 

Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, 

Unicef, Jakarta, hlm. 2. 



 

 

 

 

 

berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun 

saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau 

perbuatan melawan hukum anak dan orang dewaa yang tidak bisa 

disamakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi 

suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan 

merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya. 

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum 

dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adlah dari segi pemidanaannya, 

menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak 

yang berhadapan dengan hukum yaitu: 

a. pidana peringatan; 

 
b. pidana dengan syarat: 

 
1) pembinaan di luar lembaga; 

 
2) pelayanan masyarakat; atau 

 
3) pengawasan. 

 
c. pelatihan kerja; 

 
d. pembinaan dalam lembaga; dan 

 
e. penjara. 

 
Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam 

KUHP Pasal 10, yaitu: 

a. pidana mati, 

 
b. pidana penjara, 

 
c. kurungan, dan 



 

 

 

 

 

d. denda 

 
Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam 

pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana 

terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun 

untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman 

mati/penjara seumur hidup. 

Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk 

anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan 

peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu 

selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh 

orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda 

dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh 

kuaa hukum atau mendapatkan bantuan hukum. 

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang 

dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak 

diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan 

orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. 

Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup 

untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya 

terbuka untuk umum. 

Adapun Perbedaan Anak Berhadapan dengan Hukum dan pelaku 

dewasa dalam proses peradilannya: 



 

 

 

 

 

Perbedaan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Pelaku Dewasa Dalam 

Proses Peradilannya 

No. Tahapan 
Anak berhadapan dengan 

hukum 
Dewasa 

1. Penahanan Di lapas anak Di lapas orang dewasa 

2. Waktu proses 

penyidikan, 

penuntutan, 

dan peradilan 

Relatif lebih cepat Prosesnya seperti pada 

umumnya 

3. Pendampingan Didampingi oleh orang tua, 

Bapas, Pekerja Sosial 

ataupun pihak terkait 

Kuasa hukum / bantuan 

hukum 

4. Suasana 

Persidangan 

Hakim tidak diperbolehkan 

menggunakan alat 

kelengkapan hakim, serta 

persidangan berjalan lebih 

santai dan tidak 

menegangkan 

Hakim berseragam 

lengkap, serta suasana 

persidangan terkesan lebih 

tegang dan kaku 

5. Sidat Proses 

Persidangan 

Tertutup untuk umum Terbuka untuk umum 

6. Pemidanaannya Penjara sebagai pilihan 

terakhir dan tidak 

diperbolehkan hukuman 

mati/penjara seumur hidup 

Hukuman mati merupakan 

upaya pemidanaan terakhir 

untuk pelaku dewasa. 

Sumber: UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. 

 

 

 

2.2.4. Tindak Pidana 

 

P.A.F. Lamintang, berpendapat sebagai berikut :20 

 

“Ketentuan hukum positif (KUHP) di Indonesia saat ini, tidak tercantum 

suatu ketentuan yang menjelaskan mengenai definisi dari tindak pidana 

(strafbaar feit). Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan 

perkataan “strafbaar feit” untuk menyebutkan apa yang kita kenal 

sebagai “Tindak Pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan 

 

20 P.A.F Lamintang, 2004, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 

172. 



 

 

 

 

 

sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan 

perkataan “strafbaar feit” tersebut.” 

Perkataan “feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti 

“sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “strafbaar feit” dapat 

diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 

dihukum”. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dapat 

dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan 

kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. 

Alasan dari Sudarto, apa sebabnya “strafbaar feit” itu harus 

dirumuskan seperti di atas adalah karena : 21 

a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di 

situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun 

diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran 

terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum; 

b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka ti ndakan 

tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti 

dirumuskan di  dalam undang-undang; 

c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan 

atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada 

hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau 

merupakan suatu “onrechtmatige handeling”. 
 

21 Sudarto, 2000, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 

hlm. 10 



 

 

 

 

 

Pernyataan sifatnya yang melawan hukum seperti di atas itu timbul 

dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah 

bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada 

dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang 

mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang 

lain. 

G.A Van Hamel, sebagaimana diterjemahkan oleh Moeljatno, 

merumuskan bahwa strafbaar feit adalah22 : 

“Kelakukan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan 

dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut 

dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.” 

 
 

P.A.F. Lamintang menyatakan adapun syarat-syarat penyerta yang 

membuat seseorang itu menjadi patut di pidana, antara lain dapat kita jumpai 

di dalam beberapa rumusan delik, misalnya23 : 

a. Bahwa cara melakukan sesuatu tindak pidana atau sarana 

yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut 

haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. 

b. Bahwa subjek maupun objek dari suatu tindak pidana itu 

haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu. 

c. Bahwa waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana 

itu haruslah sesuai dengan syarat-syarat tertentu. 

 

22 Moeljatno, 2001. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54. 
23 P.A.F Lamintang, Op.Cit, hlm. 188-189. 



 

 

 

 

 

Menurut Pompe, sebagaimana diterjemahkan oleh P.A.F 

Lamintang, perkataan “strafbaar feit” itu secara teoritis dapat dirumuskan 

sebagai :24 

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) 

dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 

oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap 

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum 

dan terjaminnya kepentingan umum.” 

 
 

Menurut Hazewinkel-Suringa, telah membuat suatu rumusan yang 

bersifat umum dari “strafbaar feit” sebagai:25 

“Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 

ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 

sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana 

dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa 

yang terdapat didalamnya.” 

 
 

Pendapat lain yang di lontarkan dari Moeljatno, memakai istilah 

perbuatan pidana sebagai terjemahan dari strafbaar feit, yang 

mengartikan perbuatan pidana ialah sebagai berikut 26: 

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

 

hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) 
 

24 Ibid, hlm. 182. 
25 Ibid, hlm.185 
26 Moeljatno, Op.Cit, hlm. 55. 



 

 

 

 

 

yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar 

larangannya. 

b. Dalam pidatonya pada Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada 

tanggal 19 Desember 1955, perbuatan pidana dapat diartikan sebagai 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, bagi : barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut, di samping itu perbuatan 

tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai 

perbuatan yang tak boleh atau tak patut untuk dilakukan. 

 
 

2.2.5. Anak 

 

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu yang berkonflik 

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 

menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 angka 2 Undang-undang No.11 tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 

Anak adalah yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 

tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3 

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana anak). 

2) Anak yang menjadi korban pidana yang selanjutnya disebut 

Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang 



 

 

 

 

 

mengalami penderitaan fisik, mental,da aatau kerugian 

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 

4 undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak) 

3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya 

disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun 

yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan 

tentang suatu perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau 

dialaminya sendiri 

 
 

2.3. Tinjauan Khusus 

 

2.3.1. Tindak Pidana Anak 

 

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan 

anak nakal. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 

tentang  Pengadilan Anak, anak nakal adalah: 

Anak yang melakukan tindak pidana, atau Anak yang melakukan 

perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang- 

undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku 

dalam masyarakat bersangkutan. 

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat 

 

/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala 



 

 

 

 

 

sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan 

oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.27 

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan 

yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga 

menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang 

lain. Menurut Romli Atmasasmita, Juvenile Deliquency adalah setiap 

perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan 

belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap 

norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan 

perkembangan peribadi anak yang bersangkutan.28 

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Anak menerangkan : 

Pasal 81 Ayat (1) bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan 

kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana 

penjara bagi orang dewasa”. Pasal 81 Ayat (6) bahwa “Jika tindak pidana 

yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan 

adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun” 

Pada buku yang berjudul Kriminologi, B. Simanjuntak berpendapat 

bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan 

“anak nakal”, adalah:29 

 

27 Kartini Kartono, 2002, Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja, Raja Wali Pers, Jakarta, 

hlm.51. 
28 Romli Atmasasmita, 2003, Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja, Armico, Bandung, hlm 12 
29 B. Simanjuntak, 2004, Kriminologi, Tarsito, Bandung, hlm. 55 



 

 

 

 

 

1) Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, 

pemabuk, emosional; 

2) Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, 

perceraian atau pelarian diri; 

3) Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat 

inderanya, atau sakit jasmani atau rohani; 

4) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, 

terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain 

yang campur tangan; 

5) Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, 

rumah piatu, panti-panti asuhan. 

2.3.2. Sanksi Hukum Terhadap Anak 

 

Sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak 

lain (manusia atau badan hukum) atas sesuatu perbuatan yang dilarang.30 

Sedangkan, Sanksi Hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan pada 

seseorang yang melanggar hukum dan merupakan bentuk perwujudan yang 

paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk 

memaksakan ditaatinya hukum31. dalam hukum pidana adalah reaksi 

terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan  Undang Undang dimulai 

dari penahan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan 

vonis oleh hakim32. Sanksi terhadap pelanggaran  tatanan hukum dapat 

 

30 Chainur Arrasjid, 2014, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23 
31 Reynaldi J, 2013, sanksi hukum, http://unhaslaw.blogspot.com//2013/09/penjelasanmengenai- 

sanksi-hukum./ (Diakses 17 Maret 2021, 16.00 WIB). 
32 Teguh Prasetyo, 2013, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, hlm.79. 

http://unhaslaw.blogspot.com/2013/09/penjelasanmengenai-sanksi-hukum./
http://unhaslaw.blogspot.com/2013/09/penjelasanmengenai-sanksi-hukum./


 

 

 

 

 

dipaksakan, dapat dilaksanakan diluar kemauan yang bersangkutan dan 

bersifat memaksa, yang datangnya dari pihak pemerintah (overheid)yang 

bertugas mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Walaupun sanksi 

dalam tatanan hukum bersifat memaksa tidak berarti bahwa sanksi atas 

pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak 

memaksa, karena sanksi masyarakat meskipun bersifat teguran ataupun 

celaan dirasakan juga sebagai tekanan atau paksaan sehingga orang akan 

merasa tidak senang untuk melanggarnya. 

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi 

sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap 

suatu perbuatan dan33 menekan unsur pembalasan yang dibebankan kepada 

seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan 

mendidik terhadap pelaku perbuatan tersebut. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa sanksi hukum adalah 

monopoli hak penguasa ataupun pemerintah (overheid)yang bertugas 

mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karenanya perorangan tidak 

diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Misalnya 

kita tidak boleh memukuli seorang pencuri yang tertangkap, menyita barang 

– barang orang yang teutang kepada kita ataupun menyandera orang untuk 

melunasi utangnya, dan lain – lainnya. Tindakan seperti itu 

 

 

 

 

 

 

33 Andi Hamzah, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.185. 



 

 

 

 

 

adalah tindakan menghakimi sendiri atau main hakim sendiri 

(eigenrichting).34 

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga 

anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam 

peradilan anak, seyogyanya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum 

anak, hakim tunggal anak, dan petugas lembaga pembinaan anak, 

berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Dalam memberikan sanksi terhadap 

anak yang diberikan oleh Hakim, tidak lain pula dimaksudkan untuk 

memberikan pembinaan yang lebih baik bagi anak, tanpa mengorbankan 

kepentingan masyrakat dan tegaknya wibawa hukum. 

Secara umum dalam Undang – Undang Sistem peradilan pidana 

anak, merumuskan anak hanya dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana dan 

tindakan, yakni sanksi tindakan dengan perawatan di LPKS, pidana dengan 

syarat, pembinaan diluar lembaga, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan 

dalam lembaga, serta upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap anak 

bila perbuatan pelanggaran hukumnya dimungkinkan dapat meresahkan dan 

membahayakn masyarakat lainnya, yakni Pidana Penjara di lembaga 

pembinaan khusus anak (LPKA). 

Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak 

hanya boleh maksimal 2 (dua) tahun. Hakim juga dapat memberikan syarat 

meringankan dalam pidana penjara, yakni apabila dalam masa pidana 

penjaranya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut 

 
34 Chainur Arrasjid, 2014, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24-25 
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berkelakuan baik dan dapat dijamin tidak lagi ingin melakukan perbuatan 

pelanggatan hukum, maka hakim dapat meberikan kebebasan bersyarat pada anak 

tersebut. 

Pemberian sanksi terhadap merupakan suatu tindakan yang harus 

dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan 

pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, 

kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula 

memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat 

– akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

35 Maidin Gutom, 2014, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia, Refika Aditama. Bandung, hlm.156-162 


